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ABSTRAK
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PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Studi Pada Travel Hub Hotel)
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Fenomena penyebaran virus corona (Covid-19) yang sangat cepat dan
tidak terkendali membuat World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa
Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 2020. Di Indonesia sebagai
salah satu negara terdampak Covid-19 telah berupaya membuat beberapa
kebijakan demi menekan penyebaran dan membatasi ruang gerak penularan Covid
19. Salah satu kebijakan tersebut adalah regulasi wajib menjalani karantina bagi
Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah
melakukan perjalanan internasional yang tertuang dalam Surat Edaran Satgas
Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan
Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19. Kebijakan atas wajib menjalani
Karantina pada masa pandemi berpotensi terjadi pelanggaran dari segi pemenuhan
hak asasi manusia.

Penelitian ini mengkaji lebih khusus kepada regulasi karantina mandiri
yang di tempatkan di hotel dengan komponen seluruh beban biaya yang timbul
tidak di tanggung oleh pemerintah melainkan di tanggung sendiri. Adapun jenis
penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan dan konsep yang berkaitan dengan karantina mandiri.
Penelitian ini merangkum bahwa kebijakan negara mengenai pengaturan wajib
menjalani karantina dalam keadaan darurat seperti pandemi Covid-19 merupekan
sesuatu yang dibolebkan secara hukum, sejauh pembatasan hak asasi manusia
masih dalam golongan hak derogale right (yang dapat di batasi pemenuhannya).
Meskipun demikian, dalam mengambil tindakan tersebut harus dilakukan secara
hati-hati, dan penuh kebijaksanaan.

Adanya sanksi pelanggaran yang di berikan (seperti contoh kasus putusan
Nomor 21/Pid.$/2021/PN Tng) perihal kabur dari pusat karantina, walaupun
proses persidangan dan gelar perkara merupakan sidang acara pidana singkat,
berharap tidak hanya sekedar menimbulkan efek jera pada masyarakat, namun
sebagai upaya agar masyarakat sadar hukum dan upaya pencegahan Kasus secupa
tidak terjadi dan terulang kembali.
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ABSTRACT

REVIEW OF THE CIRCULAR LETTER OF THE COVID-19 TASK FORCE
NUMBER 20 OF 2021 ON THE MANDATORY QUARANTINE POLICY
AFTER TRAVELING INTERNATIONALLY DURING THE COVID-19
PANDEMIC IN A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE (Study
On Travel Hub Hotels)

BUDI HARTO
NPM. 185114077

Fenomena the spread of the corona virus (Covid-19) which is very fast
and uncontrollable made the World Health Organization (WHO) designate that
Covid-19 as a pandemic on March 12, 2020. In Indonesia, as one of the countries
affected by, Covid-19, it has tried to make several policies to suppress the spread
and limit the space for covid-19 transmission. One of these policies is the
mandatory regulation to undergo quarantine for Indonesian Citizens (WNI) and.
Foreign Citizens (WNA) who have traveled internationally as stated in the
Circular Letter of the Covid-19 Task Force Number 20 of 2021 concerning
International Travel Health Protocols During the Covid-19 Pandemic. The policy
on mandatory quarantine during a pandemic has the potential to be a violation in
terms of fulfilling human rights

This research examines more specifically the self-quarantine regulations
placed in hotels with the component of all cost burdens incurred not borne by the
government but at their own expense. The type of penelitian uses normative
juridical methods with a statutory approach and concepts related to self-
quarantine. This research summarizes that the state's policy regarding the
regulation of mandatory quarantine incthe realm of emergencies such as the
Covid-19 pandemic is something that is legally permissible, to the extent that
human rights restrictions are still within the derogale right class (which can be

é llment). However, in taking such actions, it must be done

isdom.

plation sanctions given (such as the example of the case of
/ PidS / 2021 / PN Tng) regarding escaping from the
ough thep roses of the trial and the title of the case are a
s ral hearing, hoping not only to cause a deterrent effect on
the comg # as an effort to make the public aware of the law and efforts to
[prevent similar cases from happening and repeating themselves.
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